BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 550/ 335 /2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan insentif pemungutan

Mengingat : 1.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun. Anggaran
2021, maka sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kendal Nomor 045.2/1303/2021 tanggal 15
Nopember 2021 perihal Subtansi Produk Hukum Daerah
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, ketentuan Pasal 3
ayat (1) jo Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
Kendal serta Pasal 7 jo Pasal 10 Peraturan Bupati Kendal
Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76
Tahun 2017 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011

tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi ‘Daerah Kabupaten Kendal,
pemberian insentif kepada Instansi Pelaksana . Pemungutan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pemberian Insentif kepada Instansi Pelaksana
Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahu%
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1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi
Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 6516});

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam rangka
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,
13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
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Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 516 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8
Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 72) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 15
Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 79);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1l, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor &8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
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Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 200);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 52 Seri D No.7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal
Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 89);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2017 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 63);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Memberikan Insentif kepada Instansi Pelaksana Pemungutan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021
dengan rincian besaran insentif sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Rincian besaran insentif untuk pejabat dan pegawai pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal selaku Instansi
Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah ditetapkan lebih lanjut
oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal
berdasarkan kinerja.
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KETIGA . Pemberian insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

KELIMA - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
"’?“““*'&ahg)\esember 202
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SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;

2. Kepala Bakeuda Kabupaten Kendal;

3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;

4. Arsip.




RINCIAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA INSTANSI PELAKSANA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KENDAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
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NOMOR  : 550 /%9S/ 2021

TANGGAL : % Desember go0f

TAHUN ANGGARAN 2021
JABATAN BESARAN
s DALAM DINAS INSENTIF EETERANGRN
1 2 3 4

1. Bupati Kendal 0,5
2. | Wakil Bupati Kendal 0,3
3. Pejabat dan Pegawai pada Dinas 4,2

Perhubungan Kabupaten

Kendal selaku Instansi

Pelaksana Pemungut Retribusi

Pengujian Kendaraan Bermotor
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